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7 .

Seftifi kat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate)
adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang di Negara atau area asal/ pengirim/ transit yang
m e n y a t a k a n  b a h w a  t u m b u h a n  a t a u  b a g i a n - b a g i a n
tumbuhan atau yang tercantum di dalamnya bebas dari
O r g a n i s m e  P e n g g a n g g u  T u m b u h a n ,  O r g a n i s m e
P e n g g a n g g u  T u m b u h a n  K a r a n t i n a ,  O r g a n i s m e
PenggangQu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dan atau
Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta telah
memenuhi pesyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan
dan atau yang menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut,  pelabuhan
sungai/ pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor
pos, pos perbatasan dengan negara lain, yang ditetapkan
sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa
organisme pengganggu tumbuhan.

8. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang diberi  tugas untuk melakukan t indakan
karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

9. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki dan/
atau yang bertanggung jawab atas pemasukan hasi l
tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar.

l0,Devitalisasi adalah suatu prosedur yang dilakukarr dengan
tujuan agar tumbuhan atau hasil tumbuhan tidak mampu
berkecambah, tumbuh atau bereproduksi,

Pasal 2
(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Petugas

Karant ina Tumbuhan dalam menerapkan persyaratan
karantina tumbuhan, persyaratan teknis dan melakukan
tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan hasil
tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam
wilayah negara Republik Indonesia.

(2 )Tu juan pengaturan  in i  un tuk  mencegah masuk dan
menyebarnya QPTK dan menjaga mutu hasil tumbuhan
hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang masuk ke dalam
wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi

persyaratan karantina tumbuhan, persyarata n teknis, tindakan
karantina tumbuhan dan tempat pemasukan hasil tumbuhan
hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke
wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II
PERSYARATAN PEMASUKAN

HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYUMN UMBI LAPIS
SEGAR
Pasal 4

Hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar
yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indone-
sia, wajib :
a. Dilengkapi Seftifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal

dan negara transit;
b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan;
c. Di laporkan dan diserahkan kepada Petugas Karant ina

Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan
tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 5
(1)Pemasukan hasi l  tumbuhan hidup berupa sayuran umbi

lapis ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat
berasal dari area produksi yang bebas atau tidak bebas
dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina
di negara asal.
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(2)Jenis OPTK dan negara asal area produksi yang tidak bebas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran sebagai bagian yang t idak terpisahkan dari
Deraturan ini.

Pasal 6
Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran

umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
yang berasal dari area produki yang bebas di negara asal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus dinyatakan
dalam kolom keterangan tambahan (Additional Declaration)
pada Seftifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyeftai kiriman,
dan telah didevitalisasi sefta bebas dari paftikel tanah dan/
atau kompos.

Pasal 7
(1)Pemasukan hasi l  tumbuhan hidup berupa sayuran umbi

lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
yang berasal dari area produksi yang tidak bebas dari
infestasi  organisrne pengganggu tumbuhan karant ina
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus diberi
perlakuan, telah didevitalisasi dan bebas dari partikel tanah
dan /atau kompos.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis
segar maupun jenis organisme pengganggu tumbuhan yang
dicegah pemasukannya dan dinyatakan dalam kolom
perlakuan pada Seftifikat Kesehatan Tumbuhan.

ePasal 8
Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran

umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus dalam
kondisi tidak busuk dan/atau tidak rusak.

Pasal 9
(1)Untuk mengetahui bebas_tidaknya suatu area produksi

dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina
di negara asal dapat dilakukan survei di area produksi di
negara asal oleh Petugas Karantina Tumbuhan dan atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina
Pertanian.

(2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas
per t imbangan pna l is is  r i s iko  organ isme pengganggu
tumbuhan khuspsnya organisme pengganggu tumbuhan
karant ina dan di lakukan sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh Sekretar iat  Konvensi Perl indungan
Tanaman Internasional (IPPC Secretariate-Food and
Agriculture Organization) dan standar lainnya yang telah
dipublikasikan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk suruei sebagaimana dimaksud
:  pada ayat  (1 )  d ibebankan kepada Anggaran Badan
: Karantina Pertanian dan/atau pemilik.

BAB III
TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 10
(1)Hasi l  tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimasukkan ke
dalam wi layah negara Republ ik Indonesia yang t idak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a, dilakukan tindakan penahanan.

(2 )  Apab i l a . , . . . . . . . .
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(2)Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja belum
dipenuhi dilakukan tindakan penolakan.

(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa tindakan pengiriman kembali ke negara asal atau
ke negara lain.

(4)Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak surat
penolakan diterima pemilik, hasil tumbuhan hidup berupa
sayuran umbi lapis segar tersebut belum dikeluarkan dari
dalam wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan tindakan
pemusnahan.

Pasal 11
(1)Hasi l  tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimasukkan ke
dalam wi layah negara Republ ik Indonesia yang t idak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 6, Pasal 7, dan atau Pasal
B dilakukan tindakan oenolakan.

(2) Penolakan sebagaimdna dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa tindakan pengiriman kembali ke negara asal atau
ke negara lain.

(3)Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak surat
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
pemilik, hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis
segartersebut belum dikeluarkan dari dalam wilayah negara
Republik Indonesia, maka dilakukan tindakan pemusnahan.

Pasal 12
(1)Pemeriksaan kqsehatan hasi l  tumbuhan hidup berupa

sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah
negara Republik Indonesia dilakukan oleh Petugas Karantina
Tumbuhan setelah persyaratan karantina tumbuhan dan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal B dipenuhi.

(2) Petugas Karantina Tumbuhan benvenang membuka atau
memerintahkan pihak lain untuk membuka peti kemas atau
kemasan lainnya bersama-sama Petugas Bea dan Cukai,
dan disaksikan oleh Pemilik hasil tumbuhan hidup berupa
sayuran umbi lapis segar di tempat pemasukan atau di luar
tempat pemasukan baik di dalam maupun di luar instalasi
karantina tumbuhan.

Pasal 13
(1)Apab i la  se te lah  d i lakukan pemer iksaan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ternyata
hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tidak
bebas dari OPTK Golongan II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2), maka dilakukan tindakan perlakuan.

(2) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak dapat dibebaskan
dari OPTK Golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(2), terhadap hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi
lapis segar tersebut dilakukan tindakan pemusnahan yang
disaksikan oleh pejabat berwenang dan dibuatkan berita
acara pemusnahan.

(3 ) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ternyata dapat dibebaskan dari
OPTK Golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2),
maka terhadap hasiltumbuhan hidup berupa sayuran umbi
lapis segar tersebut di lakukan t indakan pembebasan
dengan menerbitkan seftifikat pelepasan.

(4 )Apab i la  se te lah  d i lakukan pemer iksaan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ternyata
hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tidak
atau belum didevitalisasi dan/atau tidak bebas dari partikel
tanah dan/atau kompos dan/atau busuk dan/ atau rusak,
maka terhadap hasiltumbuhan hidup berupa sayuran umbi
lapis segar tersebut dilakukan tindakan pemusnahan yang
disaksikan oleh pejabat berwenang dan dibuatkan berita
acara pemusnahan.

Pasal 14
Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ternyata hasil
tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tidak bebas
dari OPTK Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2), dilakukan tindakan pemusnahan yang disaksikan oleh
pejabat berwenang dan dibuatkan berita acara pemusnahan.

Pasal 15
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan

tindakan perlakuan, penolakan atau pemusnahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14
menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada pemilik.

BAB IV
TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN

Pasal 16
(1)Tempat-tempat pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa

sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah
negara Republik Indonesia hanya dibolehkan melalui :
1. Pelabuhan Laut Belawan. Medan
2. Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan.
3. Pelabuhan Laut Dumai,  Riau.
4. Pelabuhan Laut Batam.
5. Pelabuhan Sungai Boom Baru, Palembang.
6. Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta.
7. Pelabuhan Laut Tanjung Emas, Semarang.
8. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.
9. Pelabuhan Llaut Pontianak.
l0.Pelabuhan Laut Tarakan.
l l .Pclabuhan Laut Makassar.
12,Pos Lintas Batas Entikong.
13. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta.
14. Bandar Udara Ngurah Rai, :Denpasar.

(2) Berdasarkan perllmbangan teknis dan strategis, pemasukan
hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar atas
persetujuan Menter i  Pertanian dapat di lakukan di  luar
tempat-temp:t pemasukan sebagaimana dimakSud pada
ayat (1).

(3 )Tempat - tempat  pemasukan yang d i te tapkan da lam
Keputusan Menteri Peftanian Nomor a69lKpts/HK.310/
81200I tetap berlaku untuk pemasukan media pembawa
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina selain hasil
tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar.

Pasal 17
Ketentuan dalam peraturan ini, juga berlaku untuk

hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar dalam
bentuk bawaan penumpang dan jasa kiriman pos.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan ini dilaksanakan secara efektif paling lambat

dalam waKu 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 19
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2008

MENTERI PERTANIAN
t td .

ANTON APRIYANTONO

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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